
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP 
PETINGGI DAN PERANGKAT DESA 

BUPATI JEPARA, 

Merimbang a. batwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2a) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ats Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan 
Perangkat Desa, perlu diatur pemberian tambahan penghasilan 
tetap petinggi dan perangkat desa di Kabupaten Jepara 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan 
Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Desa 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tshun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2 Undang-Undang Noror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara FRepublik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 4844 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Peru0dang-undangan (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tertang Des 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norar 158 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norgr 4587) 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 207 tentan 

Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa Leta'an 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 7, Tambanan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6). sebaaana 
telah dibah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nmar 
4 Tahun 2011 tertang Perubahan Atas Peraturan Daera" 
Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 207 tentang Keuduka 
- . .  
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BAB 

TU.JUAN 

Pasal 3 

aa enianrya Tambahan Penghasdan Tetap Petinggi dan Perangkat Desa 
sala satu paya untuak meningkatican kesejahteraan dan motivasi kerja bagi 

Peg dan Perangkat Desa, rangka penngkatan pelayanan kepada masyarakat. 

BAB Ill 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP 

Pesal 4 

(1)Tambahan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa bersurber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(2) Pemberian tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada @yat (1) 

.a"" 
(3) Besaran tambahan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

Pal 2 

ea Buat ini tamtanan pengasdan tetap diberikan kepada Petinggi 
u a  Desa  

Penganggaran  pemberian  tamnbahan  penghaslan tetap sebagaimana dirmaisud 
d alsr n  Pal  4  dituangkan  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDe) 

Pasal 6 

Tambahan penghas n tetap untuk Cari yang berstatus Pegawi Negeni Sipi (PNS) 
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang beriaku. 

Paal 7 

Melanismne Pemberian Tambahan Pengtaslan tetap, ditetapkan sebagai berkut: 
a Untuk Petinggi. diberikan multi 1 (satu bulan sejak dilantik 
b. Untukx Perangkat Dess, setelah mer«Aki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun 

dan rulai diberikan pada tanun anggaran beriixutnya 

Pasal 8 

(1) Petinggi atau Perangkat Desa yang berhentikan sementara, mash i.berikan 
tambatan penghasilan tetap sebesar 50 % (iima puluh persen). 

(2 Pen,abat Petinggi yang berasal di PNS tdak ibenkan tambahan penghasilan 
eta 



g y bes  an Perangiat Desa (Non PNS) hanya menerima 
gale tet setaaana penght llan tetap yang dibenik.an 

% « entet 

BABIN 

MEANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN 

Pasal 9 

(1)Pembayaran tambahan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dari 
erenintah Daerah dlakukan mealu rekening Benabara masing-masing desa 
pada Bank Pemerintah 

2) Surat pertanggungawab tambahan penghasilan tetap Petinggi dan PerangKat 
Desa terdini dari 
a. Dafar tanda terima tambahan penghaslan tetap yang ditanda tangani oleh 

Petinggi dan Perangkat Desa 
b. Kwitansi pencaran bermaterai cukup, ditanda tangani oleh Petinggi dan 

Bendahara Desa; dan 
c. Foto copy buku rekening Bendahara Desa. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal @ Voe«» 2on 

BUPATIJEP 

HENDRO MARTOJO 

Diundangian di Jepara 
pada tanggal e Nopemter 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

. 2u8 
DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR .:1 


